Abstrak

Siti  Zurbaniyah. Yurisprudensi Terapeutik dalam Pemeriksaan Perkara
Dispensasi Kawin (Kajian Atas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama dalam Wilayah PTA Bandar
Lampung).

Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan telah mengakibatkan naiknya jumlah perkara Dispensasi
Kawin di PA dalam Wilayah PTA Bandar Lampung dengan kenaikan 300%. Untuk
menjamin penyelenggaraan peradilan perkara Dispensasi Kawin yang sesuai
dengan paradigma yurisprudensi terapeutik, MA RI menerbitkan Perma No. 5
Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: (1) proporsi antara jumlah
permohonan perkara Dispensasi Kawin yang dikabulkan dan yang tidak
dikabulkan; (2) penguasaan para hakim yang mengadili perkara Dispensasi Kawin
terhadap teori Yurisprudensi Terapeutik; (3) penerapan teori Yurisprudensi
Terapeutik oleh para hakim; (4) perlindungan hukum dari Perma No. 5 Tahun 2019
bagi anak yang domohonkan dispensasi kawinnya; dan (5) relevansi Perma No. 5
Tahun 2019 dengan teori Yurisprudensi Terapeutik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengaplikasikan
pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode deskriptip analisis. Sumber
data primernya yaitu para hakim, 175 pemohon, dan 175 Salinan Penetapannya,
seluruh peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur yang relevan dengan
masalah penelitian ini. Sumber data sekundernya adalah berbagai referensi yang
mendukung penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori Mashlahah sebagai teori besar, teori
Perlindungan Hukum sebagai teori menengah, dan teori Yurisprudensi Therapeutik
serta Teori Jurisprudensi Hukum sebagai teori terapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proporsi antara jumlah
permohonan perkara Dispensasi Kawin yang dikabulkan dan yang tidak dikabulkan
di PA dalam wilayah PTA Bandar Lampung adalah 88.8% dikabulkan dan 11.2%
tidak dikabulkan; (2) penguasaan para hakim yang mengadili perkara Dispensasi
Kawin terhadap teori Yurisprudensi Terapeutik masih belum optimal; (3)
penerapan teori Yurisprudensi Terapeutik oleh para hakim sudah cukup baik
walaupun pemahaman mereka tentang itu masih belum optimal, karena mereka
sudah menguasai isi Perma No. 5 Tahun 2019 yang sudah sejalan dengan prinsip-
prinsip Yurisprudensi Terapeutik; (4) perlindungan hukum dari Perma No. 5 Tahun
2019 bagi anak yang domohonkan dispensasi kawinnya sangat kuat sebagaimana
ditunjukkan oleh pasal-pasalnya dan diterapkan dengan baik oleh para hakim; dan
(5) Pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 memiliki relevansi
yang sangat tinggi dengan tesis-tesis teori Yurisprudensi Terapeutik; keduanya
memiliki semangat yang sama untuk memberikan kenyamanan psikologis kepada
anak di bawah umur yang dimohonkan dispensasi kawinnya ketika mengikuti
persidangan di pengadilan.



Abstract

Siti Zurbaniyah. Therapeutic Jurisprudence in the Examination of Marriage
Dispensation Cases (Study on the Application of Supreme Court Regulation
Number 5 of 2019 in the Religious Courts in the PTA Territory of Bandar
Lampung)

Application of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of
1974 concerning Marriage has increased the number of marriage dispensation
cases in PA in the PTA Region of Bandar Lampung by an increase of 300%. To
ensure the implementation of marriage dispensation cases by the paradigm of
therapeutic jurisprudence, the Indonesian Supreme Court issued Perma No. 5 of
2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage
Dispensation.

This study aims to analyze: (1) the proportion between the number of
applications for the Dispensation of Marriage that were granted and those that
were not granted; (2) the mastery of the judges who adjudicate the Marriage
Dispensation case toward the theory of Therapeutic Jurisprudence; (3) the
application of the theory of Therapeutic Jurisprudence by judges; (4) legal
protection from Perma No. 5 of 2019 for children who apply for dispensation for
marriage; and (5) the relevance of Perma No. 5 the Year 2019 with Theory of
Therapeutic Jurisprudence.

This type of research is qualitative research that applies an empirical
juridical approach and uses a descriptive analysis method. The primary data
sources are judges, 175 applicants, and 175 copies of their determinations, all
relevant laws and regulations, as well as literature relevant to this research
problem. The secondary data sources are various references that support this
research. Data were analyzed using qualitative analysis techniques.

This study uses Mashlahah theory as a major theory, Legal Protection
theory as an intermediate theory, and Therapeutic Jurisprudence theory and Legal
Jurisprudence Theory as an applied theory.

The results showed that (1) the proportion between the number of
applications for Marriage Dispensation cases that were granted and which were
not granted in the PA in the PTA area of Bandar Lampung were 88.8% granted
and 11.2% were not granted; (2) the mastery of the judges who adjudicate the
Marriage Dispensation case toword the theory of Therapeutic Jurisprudence is still
not optimal; (3) the application of the theory of Therapeutic Jurisprudence by the
judges is quite good even though their understanding of it is still not optimal,
because they have mastered the contents of Perma No. 5 of 2019 which is in line
with the principles of Therapeutic Jurisprudence; (4) legal protection from Perma
No. 5 of 2019 for children who apply for dispensation for marriage is very strong
as indicated by the articles and implemented well by the judges; and (5) Articles of
Regulation of the Supreme Court no. 5 of 2019 has a very high relevance to the
theoretical thesis of Therapeutic Jurisprudence; both have the same passion to
provide psychological comfort to minors whose marriage dispensation is being
applied when attending court trials.
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